BIDANG UNGGULAN: MODAL SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

(TOPIK RISET : PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI ATAU KLUSTER
PETANI UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KEAMANAN
PANGAN

KODE/RUMPUN ILMU: 612/ SOSIOLOGI

LAPORAN PENELITIAN
UNGGULAN FAKULTAS

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL
MELALUI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELOMPOK
TANI HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN
TANGGAMUS DAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

OLEH
DR. BENJAMIN, M.Si
NIDN 0017045604
DR. FENI ROSALIA, M.Si
NIDN 0019026903
DEWI AYU HIDAYATI
NIDN 0031018003

Nomor Kontrak Penelitian: 600/UN.26/6/KU/2017
Tanggal 14 Agustus 2017

JURUSAN SOSIOL OGI
FAKULTASILMU SOSIAL DANILMU POLITIK
UNIVERSITASLAMPUNG
NOVEMBER 2017




HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian - MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL MELALUI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI HUTAN KEMASY ARAKATAN DI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DAN KABUPATEN TANGGAMUS DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASY ARAKAT

Kode/Nama Rumpun [Imu
Bidang Unggulan

Topik Unggulan Riset

: 612/SOSIOLOGI
: Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

: PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI ATAU KLUSTER

PETANI UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KEAMANAN PANGAN

Ketua Pendliti

a.Nama Lengkap : Dr. BENJAMIN, M.Si
b.NIDN : 0017045604

c.Jabatan Fungsiona . Lektor Kepaa
d.Jurusan : SOSIOLOGI

e.No HP : 082373018917
f.E-Mail : bensosunila@gmail.com
Anggota Pendliti (1)

a.Nama Lengkap : DR. Feni Rosdlia, M.S
b.NIDN : 0019026903

c.Jurusan : llmu Pemerintahan

c¢.Perguruan Tinggi
Anggota Pendliti (2)

: Universitas Lampung

a.Nama Lengkap : Dewi Ayu Hidayati, S.Sos. M.S
b.NIDN : 0031018003

c.Jurusan : Sosiologi

c.Perguruan Tinggi : Universitas Lampung

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 (satu) tahun

Penelitian Tahun ke : 1 (satu)

Biaya Penelitian Keseluruhan

Mengetahui,

: Rp. 15.000.000,00

Bandar Lampung, 6 November 2017
Ketua Peneliti,

Dekan FISIP Universitas Lampung

Dr. Syarif Makhya, M.Si

NIP. 195908031986031003

Dr. Benjamin, M.Si
NIP.195604171986031001
Menyetujui,

Ketua LPPM Universitas Lampung,

Warsono, Ph.D

NIP. 196302161987031003



RINGKASAN

Tujuan jangka panjang penelitian ini  menghasilkan kebijakan
pemberdayaan masyarakat lokal melalui formulasi strategi pengembangan
kelompok tani hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten
Lampung Tengah dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat |okal melalui
pemanfaatan program hutan kemasyarakatan sebagai kearifan solus
mengentaskan kemiskinan dan bangkit menuju kemandirian.

Target khusus yang akan dicapai meningkatkan kesgahteraan
masyarakat melalui penguatan fungsi berbagai kelembagaan yang saling
bersinergi dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dalam rangka pemanfaatan
hutan kemasyarakatan dengan tetap mematuhi pengaturan yuridis hak-hak atas
pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan tersebut. Dengan demikian
diharapkan tidak merusak fungsi hutan dan tidak bertentangan dengan prinsip
pengelolaan hutan secara adil dan lestari. Publikasi pada Jurnal Nasional
Akreditasi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di Kabupaten Tanggamus, data
dipetik melaui kunjungan lapang tim ke lokasi penelitian dan wawancara
terhadap key informan yang relevan dengan kajian penelitian ini. Data sekunder
diperoleh dari buku-buku, dokumen dan peraturan-peraturan yang relevan dengan
kajian penelitianini.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah
Limplementasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus
maupun di Kabupaten Lampung Tengah dengan melaksanakan Peraturan Menteri
Kehutanan No 37 Tahun 2007 dan perubahan-perubahannya, juncto Peraturan
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-11/2014 tentang
Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016
tentang Perhutanan Sosial yaitu dengan memberikan akses kepada masyarakat
yakni dengan melibatkan masyarakat untuk mengel ola hutan.

2. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan melalui kegiatan pemberdayaan yang
dilakukan, tidak dapat dilakukan oleh petugas kehutanan atau Kesatuan Pengelola
Hutan Lindung saja, tetapi dibutuhkan dukungan dan komitmen para pihak dalam
penyelenggaraannya.
3. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program hutan kemasyarakatan dapat di lihat
dari tingkat kesadaran masyarakat terhadap hutan, dan kesadaran masyarakat
dalam menanam tanaman yang telah ditentukan.
Saran/rekomendasi yang penting sehubungan dengan kesimpulan hasil
penelitian ini adalah:
1Kendala dadam pengajuan ijin kelola hutan kemasyarakatan adalah urutan
birokrasi yang rumit, sehingga kelompok yang akan mengajukan ijin kelola hutan
kemasyarakatan menjadi bingung serta kurangnya anggaran untuk memfasilitasi
kelompok yang akan mengajukan ijin pengelolaan hutan kemasyarakatan, sebagai



contoh di Kabupaten Lampung Tengah sendiri baru terdapat 24 kelompok yang
telah memperoleh izin usaha pengel olaaan hutan kemasyarakatan (IlUPHKm)
2.Kedepannya amat sangat perlu disederhanakan proses pengajuan izin kelola
hutan kemasyarakatan, terutama dalam alur birokrasi. Agar kelompok yang akan
mengajukan ijin kelola hutan kemasyarakatan tidak dibingungkan oleh aur
birokrasi yang rumit



PRAKATA

Kami wajib bersyukur kehadirat ALLAH SWT atas selesainya Laporan
Penelitian Unggulan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini ditengah-tengah
kesibukan rutin akademik yang ada. Penelitianini berjudul :

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL MELALUI KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH DAN KABUPATEN TANGGAMUS DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Penelitian ini merupakan penelitian mono tahun yang dibiayai oleh Dipa
BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2017. Pada dasarnya dalam
penelitian ini yang kami lakukan adalah menganalisis pola interaksi antara
Pemerintah Daerah selaku pembuat  kebijakan dengan masyarakat |okal
khususnya kelompok tani hutan kemasyarakatan melalui kegiatan pemberdayaan
yang dilakukan rangka pelaksanaan kebijakan pemanfaatan program hutan
kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Tengah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu
pengetahuan dan dapat menjadi entry point bagi peneliti lanjutan yang tertarik
melakukan penelitian dengan tema-tema sgenis dalam upaya pengembangan
kebijakan hutan kemasyarakatan dengan melibatkan partisipasi penuh masyarakat
lokal. Hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran yang
sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kemajuan penelitian ini di masa
yang akan datang.

Tidak lupa kami sampaikan ucapan terimakasih kepada Y ang Terhormat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi R.I cq Rektor Universitas Lampung beserta jgjaran, Ketua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung, Dekan
Fakultas [Imu Sosial dan Ilmu Politik Unila, Para Wakil Dekan Fisip Unila, Ketua
Jurusan Sosiologi Fisip Unila, rekan sgawat, para nara sumber dan para
mahasiswaku sebagai enumerator yang telah membantu hingga selesainya
penelitian ini.

Akhir kata kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi
dunia saintifik maupun pembangunan.

Salam hormat kami
Ketua,

Dr. Benjamin, M.Si
Dan Tim



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata
bagi kehidupan dan penghidupan. Kerusakan hutan nampak semakin
mencemaskan dengan semakin pesatnya daya pengelolaan dan pemanfaatan hutan
yang tidak diikuti norma-norma yang telah ditetapkan secara yuridis.
Pengelolaan sumber daya aam khususnya hutan merupakan upaya
penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya secara lestari dan pemanfaatan alam
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kerusakan hutan secara umum di wilayah Provins Lampung sudah
mencapal separuh lebih dari luas hutan yang ada saat ini, bahkan sekitar 53 persen
hutan negara yang ada sudah dalam kondisi rusak. (www.republika.co.id diakses
pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 20.00). Perbaikan kondisi hutan yang
dianggap paling optimal adalah jika masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar
hutan dapat mengelola hutan dengan sebaik-baiknya. Tidak dapat dipungkiri
juga, bahwa kerusakan hutan yang terjadi di Provinss Lampung khususnya
Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Tengah, salah satu penyebabnya
adalah masyarakat yang dengan sengagja merambah fungsi ekologis hutan tanpa
memperbaiki hutan kembali.

Dari kagjian Watala dan Kesatuan Perlindungan Hutan Lindung (KPHL)
Kabupaten Tanggamus (2016), lebih dari 7000 perambah telah melakukan
perambahan di kawasan hutan lindung register 30 Gunung Tanggamus yang
berakibat 7.500 hektar atau 79,54% hutan lindung telah rusak oleh perambah,
baik yang melakukan illegal logging, maupun penjarahan hasil hutan lainnya.
Teknis pelaksanaan Hutan kemasyarakatan (Hkm) belum banyak diketahui
masyarakat/tidak tersedianya publikas peraturan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Hutan kemasyarakatan di tingkat desa. Temuan lainnya adalah
bahwa sebagian perambah hanyalah pekerja yang dimodali oknum tertentu untuk



menggarap hutan lindung yang hasilnya diserahkan untuk pembayaran hutang
modal pekerja dan tidak jarang pula para perambah tersebut dibacking oleh
oknum aparat.

Perbaikan kondis hutan yang dianggap paing optimal adalah jika
masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan dapat mengel ola hutan dengan
sebaik-baiknya. Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa kerusakan hutan yang terjadi
di Provins Lampung khususnya Kabupaten Lampung Tengah, salah satu
penyebabnya adalah masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang dengan
senggja merambah fungs ekologis hutan tanpa memperbaiki hutan kembali.
Teknis pelaksanaan Hutan kemasyarakatan (Hkm) ternyata juga belum banyak
diketahui masyarakat/tidak tersedianya publikasi peraturan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Hutan kemasyarakatan di tingkat desa

Menurut Suharto dalam Anwas (2014:87-88), pendekatan penerapan
pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P, yaitu pemungkinan, penguatan,
perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Dari salah satu pendekatan
penerapan pemberdayaan tersebut, aspek penguatan yang artinya memperkuat
pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan
masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu
menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat
yang menunjang kemandirian mereka. Sehingga dibuatlah sebuah kebijakan yang
tujuan utamanya untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu Hutan Kemasyarakatan
(HKm).

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagaimana dijelaskan
dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-11/2011.
K ebijakan Hutan kemasyarakatan mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola
sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan.
Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan
secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses



daam rangka kesgahteraan masyarakat. (bp2sdmk.dephut.go.iddiakses pada
tanggal 18 Oktober 2016 Pukul 21.00)

Kunci dari semua permasalahan di atas adalah diterapkannya kebijakan
Hutan kemasyarakatan (Hkm) melalui kegiatan pemberdayaan kepada
masyarakat lokal yang diawali dengan kegiatan sosidlisasi dan fasilitas termasuk
pemilihan metode dan alat bantunya, selanjutnya penguatan fungsi kelembagaan
kelompok-kelompok tani hutan kemasyarakatan yang saling bersinergi  untuk
mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil tanpa merusak
fungs hutan dan tidak bertentangan dengan prinsip hutan lestari melaui
pengaturan hak-hak atas pengelolaan dan pemanfaatan Hutan kemasyarakatan
antara lain melaui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
1.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang akan dicapai dalam kegiatan pendlitian ini
adalah :
1.Meningkatkan kesgahteraan masyarakat melalui kebijakan pengembangan
peran ekonomi kelompok tani Hkm dan penguatan fungsi kelembagaan kelompok
tani Hutan kemasyarakatan yang saling bersinergi dalam rangka pemanfaatan
hutan kemasyarakatan dengan tidak merusak fungsi hutan dan tidak bertentangan
dengan prinsip pengelolaan hutan secara adil dan lestari
2. Menghasilkan model pemberdayaan masyarakat melalui formulas strategi
pengembangan peran ekonomi masyarakat lokal melalui kelompok-tanai tani
hutan kesmayarakatan yag telah terbentuk, sebagai kearifan solusi mengentaskan
kemiskinan di kawasan hutan lindung register 30 Gunung Tanggamus (Pekon Ter
atas) dan kawasan Pekon Marggaya Kabupaten Lampung Tengah yang
diharapkan dapat menjadi pilot project pemberdayaan masyarakat lokal dalam
pemanfaatan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan melalui penguatan peran
kelompok-kelompok tani hutan kemasyarakatan (Hkm), khususnya di Provinsi
Lampung
3. Publikasi pada Jurnal terakreditasi nasional



1.2 Urgens Pendlitian

Kebijakan kehutanan saat ini memberikan peluang nyata untuk dapat ikut
mengelola hutan/mendapatkan manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan
sekitar kawasan hutan. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan
memberikan hak akses kepada masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai
pel aku utama pembangunan dan pengel olaan hutan.

Salah satu masyarakat yang perlu untuk diberdayakan, adalah masyarakat
sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang bertempat tinggal
atau bermukim di dalam dan sekitar hutan, baik berupa kelompok-kelompok kecil
yang terdiri dari beberapa keluarga sgja atau yang telah membentuk suku, dusun
ataupun desa dimana masih ada interaks yang cukup kuat antara kehidupan
sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dengan lingkungan hutan.

Masyarakat perdesaan di sekitar hutan menurut Sutaryono (2008:76),
adalah masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan, kesgjahteraan, inisias
dan daya kreasi yang relatif rendah. Budaya nrimo dan sikap fatalis menjadikan
masyarakat yang selalu tersubordinasikan oleh sistem ini menjadi sulit untuk bisa
berdaya.

Masyarakat hutan yang identik dengan tingkat perekonomian dan
pendidikan yang rendah, memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhannya
dengan bergantung terhadap sumber daya hutan. Tingkat pendidikan yang rendah
membuat mereka tidak terampil dalam melakukan aktivitas yang tidak pernah
mereka dengar dan ketahui. Begitu juga dalam hal pengelolaan hutan yang dekat
dengan rumah mereka.

Keterbatasan pengetahuan masyarakat sekitar hutan, membuat mereka
mengelola hutan secara sembarangan. Masyarakat sekitar hutan cenderung
memanfaatkan potensi sumber daya hutan dengan cara yang tidak baik. Tidak
baik disini artinya, mengambil sumber daya hutan dengan cara merambah.
Merambah yang dilakukan masyarakat disini yaitu menebang pohon-pohon
ataupun tumbuhan-tumbuhan yang berada di dalam hutan tanpa memperbaiki



hutan itu kembali. Merambah secara sembarangan jelas memiliki makna yang
negatif bagi hutan.

Pengetahuan yang rendah mengenai pengelolaan hutan yang ada, juga
menyebabkan masyarakat tidak mengetahui cara untuk mengelola hutan yang baik
dan benar. Dari kegiatan merambah hutan secara sembarangan yang diperbuat
oleh masyarakat sekitar hutan, maka timbulah masalah kerusakan hutan. Padahal
hutan adalah salah satu lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya. Lingkungan
merupakan salah satu unsur yang penting bagi kehidupan mahluk hidup, baik itu
manusia, binatang, dan tumbuhan. Lingkungan menjadi penentu bagaimana
mahluk hidup tersebut berkembang di dalam nya. Lingkungan menjadi tempat
untuk segala bentuk kegiatan mahluk hidup di dalamnya.

Selanjutya, hasil penelitian Rosalia, dkk (2011) menyatakan fakta di
lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Hutan kemasyarakatan di
Kabupaten Tanggamus justru mengecewakan, teknis pelaksanaan Hutan
kemasyarakatan belum banyak diketahui masyarakat, kurang intensifnya
sosialisas tentang Hutan kemasyarakatan terutama masalah teknis pelaksanaan
yang berakibat pada kurang pahamnya masyarakat tentang hak-hak dan
kewajiban atas pengelolaan dan pemanfaatan Hutan kemasyarakatan,
kecemburuan antara masyarakat yang telah memiliki izin pengelolaan Hutan
kemasyarakatan dengan yang tidak memiliki izin, aturan kelompok kurang efektif,
terindikasi adanya oknum-oknum aparat /backing bagi perambah untuk mencari
keuntungan dengan cara memberikan modal kepada masyarakat menggarap hutan

lindung. Untuk itu sangat penting dilakukan penelitian ini dengan maksud untuk :

()Meningkatkan kesgahteraan masyarakat/meningkatkan peran  ekonomi
masyarakat melalui pemanfaatan hutan kemasyarakatan oleh kelompok tani hutan
kemasyarakatan, agar tercipta ketahanan pangan

(iNMendapatkan dukungan otoritas dari masyarakat luas sekaligus untuk
melakukan penguatan kelembagaan (khususnya pada kel ompok-kelompok tani di
lokasi penelitian ini) yang relevan daam melakukan kegiatan pemberdayaan

dengan bertanggungjawab dalam pengel olaan hutan dengan prinsip keseimbangan

N M



fungs ekologis dan fungs sosial subsisten masyarakat loka sebagaimana yang
menjadi spirit program Hutan kemasyarakatan.

Luaran dan kontribus dari pendlitian ini adalah

1. Menghasilkan Model Pemberdayaan Masyarakat lokal (naskah akademik
sebagai rekomendasi kebijakan kepada Kabupaten yang menjadi |okas
penelitian ini) melalui formulasi strategi pengembangan peran ekonomi
masyarakat lokal ( pengembangan peran ekonomi kelompok tani Hkm)
sebagal kearifan solus mengentaskan kemiskinan di kawasan hutan
lindung register 30 Gunung Tanggamus tepatnya di Pekon Teratas
(kabupaten Tanggamus) dan Pekon Mulya Jaya (kabupaten Lampung
Tengah) yang diharapkan dapat menjadi pilot project pemberdayaan
masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengembangan Hutan
Kemasyarakatan di Provins Lampung

2. Publikasi pada Jurnal IImiah Terakreditasi Nasional/Internasional

N N
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TINJAUAN PUSTAKA DAN ROAD MAP PENELITIAN

2.1 Pengertian Hutan Kemasyarakatan (Hkm)

Hutan Kemasyarakatan (menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : P.37/Menhut-11/2007) juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia No.P.13/Menhut-11/2010 adalah hutan negara dengan sistem
pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat
(meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada
masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu fungs
pokoknya (meningkatkan fungs hutan dan fungs kawasan, pemanfaatan
kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu,
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan

hutan).

2.2 Pelaksanaan K ebijakan Hutan Kemasyar akatan di Provins Lampung

Hasil penelitian tim studi Watala dan World Agroforestry (2005) sgak
tahun 1998 sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sudah
menerapkan kebijakan Hutan kemasyarakatan (Hkm). Bandar Lampung dan
Lampung Selatan (register 19 Gunung Betung) merupakan wilayah pertama yang
menerapkan kebijakan Hutan kemasyarakatan di Lampung yang kemudian diikuti
oleh daerah-daerah lainnya. Secara umum tahapan dari 8 wilayah Kabupaten/Kota
yang menjadi lokas studi, proses yang dilakukan oleh masyarakat dalam
pelaksanaan Hutan kemasyarakatan sampai mendapatkan izin relatif sama yaitu
pembentukan kelompok, penetapan wilayah kelola, pembuatan dan pengauan
proposal perizinan. Perkembangan terkini, kebijakan Hkm mengacu pada
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-11/2007 tentang Hutan
kemasyarakatan (Hkm) juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
No.P.13/Menhut-11/2010.

NO



2.3 Upaya yang Dilakukan dalam pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan di
Provins Lampung

Bentuk

upaya/inisiatif

dadam mendukung pengembangan Hutan

kemasyarakatan balk yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (Dinas

Kehutanan) maupun oleh masyarakat (kelompok pengelola hutan) di 8 wilayah

kabupaten relatif sama

(Tabel 1). Bentuk upayal/inisiatif yang dilakukan

pemerintah diantaranya adalah sosialisas kebijakan, penyuluhan dan pembinaan

(kurang intensif), pemberian bantuan bibit MPTS (Multi Purpose Tree Species)

kepada kel ompok masyarakat dan pemberian izin pengel olaan.

Tabel 1. Bentuk upaya/inisiatif dalam mendukung pel aksanaan Hutan kemasyarakatan

Bentuk Upaya/l nisiatif

Kabupaten/Kota | Pemerintah /K ehutanan M asyar akat/K elompok
Sosidlisas  tentang kebijakan | Pembentukan kel ompok
Bandar Hkm Mengadakan pertemuan kelompok
Lampung Penyuluhan teknis kehutanan Mengupayakan pengurusan izin
pengelolaan
Lampung Sosidisas dan penyuluhan Hkm | Pembentukan kelembagaan
Selatan Bantuan bibit kepada kelompok | kelompok
Mengikuti perkembangan Hkm | Penanaman bibit kawasan hutan
melalui Forum Hkm lindung
Pemberian izin Hkm pada Mengikuti penyuluhan
masyarakat Mengajukan izin pengel olaan hutan
Mengadakan pertemuan intern
kelompok
Tanggamus Sosidisas program Hkm Pembentukan kelembagaan
Pendampingan kel ompok kelompok Tani Hkm
(kurang intensif) Mengajukan permohonan
Mengikuti perkembangan Hkm | tersedianyafasilitator lapang baik
melalui forum Hkm tenaga lapang kehutanan maupun
Pemberian izin Hkm kepada lembaga pendamping indepeden
masyarakat yang dapat memfasilitas pembuatan
Pendataan kelompok masyarakat | proposal pengajuan izin Hkm
pengelola hutan Mengadakan pertemuan kel ompok
Lampung Sosidisas dan penyuluhan Hkm | Pembentukan kelompok
Tengah Pembinaan kelompok (kurang Pembuatan aturan kelompok
intensif) Pembuatan rencana pengol ahan

Pembentukan tim Satgas
pengamanan hutan dan
penempatan tenaga penyuluh

lahan
Mengaj ukan permohonan akan
faslitator lapang

Pendataan kelompok masyarakat | Pertemuan kel ompok secara berkala
pengelola hutan Mengajukan izin Hkm bagi
Bantuan bibit pada kel ompok kelompok baru
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Studi banding kelompok pengelola
hutan
Lampung Sosidisas dan penyuluhan Hkm | Mengikuti penyuluhan
Timur Pembentukan forum konservasi | Pembentukan kel embagaan
hutan (kehutanan, kelompok
pertanian,PU,pengairan, BPN Mengajukan izin Hkm
Penanaman bibit di kawasan hutan
Lampung Utara | Identifikas masyarakat di Membangun kelembagaan
kawasan hutan lindung masyarakat pengelola
Bantuan bibit pada masyarakat hutan/kelompok Hkm
pengelola hutan lindung Mengaj ukan permohonan fasilitator
Sosiaisas program Hkm lapang yang akan memfasilitasi
Pembinaan kelompok Hkm pengajuan izin Hkm
Pemberian izin pemungutan Mengadakan penanaman bibit
HHBK bantuan pemerintah
Mengadakan penyemaian bibit
swadaya
Lampung Barat | Sosialisas program Hkm dan Pembentukan kelompok Hkm
pemberian izin Hkm Pertemuan kelompok
Pembinaan rutin kawasan hutan | Pengamanan hutan yang masih ada
lindung Pengajuan izin Hkm
Way Kanan Sosidisas program Hkm Pembentukan kelembagaan
kelompok, pengajuan izin Hkm

Sumber: Data diolah, Watala Lampung

2.4 Pengertian Pemberdayaan M asyar akat

Konsep pemberdayaan menurut Anwas (2014:48), berkembang dari
realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah
(powerless). Ketidakberdayaan atau memiliki  kelemahan dalam aspek:
pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking,
semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai
aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan.
Pemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang berkaitan dengan
kekuasaan (power). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan
individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang
diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur
orang lain sebaga individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan,
potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang

lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.
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Pemberdayaan menurut Djohani dalam Anwas (2014:49), adalah suatu proses
untuk memberikan daya/ kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah
(powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang
terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan. Begitu pula menurut
Rappaport dalam Anwas (2014:49) pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana
rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasal atau
berkuasa atas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan (empowerment) tersebut
menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau
pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu
mengatur diri dan lingkungannya sesua dengan keinginan, potensi, dan
kemampuan yang dimilikinya.

2. 5 Tujuan Pemberdayaan

Berdasarkan pengertian di atas, maka tujuan pemberdayaan menurut
Mardikanto (2015:111), meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:
1. Perbaikan pendidikan (better education)dalam arti bahwa pemberdayaan harus
dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan
yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi,
perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan
fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan
pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belgjar seumur hidup.
2. Perbaikan Aksesibilitas (better accesibility)
Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belgar seumur hidup, diharapkan
akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber
informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga
pemasaran.
3. Perbaikan tindakan (better action)
Dengan bekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan berbagai
sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang
semakin lebih baik.
4. Perbaikan kelembagaan (better institution)
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Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan
memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

5. Perbaikan usaha (better business)

Perbaikan pendidikan (semangat belgar), perbaikan akseshilitas, kegiatan, dan
perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

6. Perbaikan pendapatan (better income)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat
memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan
masyarakatnya.

7. Perbaikan lingkungan (better environment)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisk dan
sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau
pendapatan yang terbatas

8. Perbaikan Kehidupan (better living)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membai, diharapkan dapat
memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

9. Perbaikan masyarakat (better community)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan
sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang
lebih baik pula.

2.6 Strategi Pemberdayaan Masyar akat

Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan
pembangunan yang berpusat pada rakyat (People Centered Development).
Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk
meningkatkan kemandirian dan kekuatan interna yang ditempuh melaui
kesanggupan melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan non materia
yang penting melalui retribusi modal atau kepemilikan.

Menurut Paulangan (2009) Strategi utama dalam pemberdayaan
masyarakat yaitu: (a) penguatan akses mencakup akses hukum, akses informasi,
dan akses ekonomi, (b) Penguatan hak yang mencakup: hak akses (right of
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access) kawasan wisata pesisir, hak pemanfaatan (right of withadrawal), dan hak
pengelolaan (right of management), (c) Penguatan kelembagaan untuk
menentukan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang mencakup: nilai sosial, norma,
organisas (players of the game), kontrol (control), insentif, dan kebutuhan(
needs).

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi
rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga
dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Agar tujuan ini
tercapal, maka diperlukan kajian strategis yang berkesinambungan tentang
restrukturisasi sistem sosial pada tingkat mikro, mezzo, dan makro. Ha ini
ditujukan agar masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi tanpa mengalami
hambatan eksternal pada struktur mezzo dan makro. Struktur mezzo yang
dimaksud dapat berupa struktur pemerintah regional setingkat kabupaten,kota dan
provinsi. Sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat dan
nasional (Hikmat 2001). Dalam hal ini proses pemberdayaan (empowerment)
ditujukan untuk [Membantu klien memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil
keputusan dan menentukan tindakan dan mengontrol diri yang akan ia lakukan
yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan
sosia dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan
kemampuan dan rasa percaya diri.Untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara
lain melalui transfer daya dan dukungan lingkungannya.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan sangat diperlukan kerja sama
antara berbaga pihak seperti Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga-
lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Suatu kerjasama yang serasi dan
seimbang dan saling menguntungkan akan dapat menjaga kesinambungan dan
keberlanjutan sebuah progrram pembangunan untuk mencapai kesegjahteraan dan
juga masyarakat dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara berbagai pihak
dalam nmenyukseskan pel aksanaan program pengembangan masyarakat.
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ROAD MAP PENELITIAN digambarkan sebagai berikut:

(Tahun 2017) ¢
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telah dilakukan

1.Studi Interaksi
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dalam kebijakan
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layak jual.
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TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Pen€litian

Penelitian ini bertujuan:
(i) Menghasilkan model pemberdayaan masyarakat lokal melalui kebijakan
pengembangan kelompok tani hutan kemasyarakatan di Pekon Teratas Kabupaten
Tanggamus dan Pekon Margajaya, Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten
Lampung Tengah yang diharapkan dapat menjadi pilot project Kabupaten lainnya
di Propinsi Lampung
(2) Sebagai strategi membangun kemandirian masyarakat dalam pengelolaan dan
pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagai kearifan solus pengentasan
kemiskinan dan mengurangi intensitas perambahan kawasan hutan lindung
register 30 Guniung Tanggamus dan Pekon Marggaya Kabupaten Lampung
Tengah yang menjadi lokasi penelitianini
2) Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten setempat
(berupa naskah akademik/legal draft model kebijakan pengembangan kelompok
tani hutan kemasyarakatan) melaui penguatan fungsi berbagai kelembagaan
yang ada.
(3) Publikas hasil penelitian pada Jurnal terakreditasi nasional/internasional
3.2 Manfaat Pendlitian

Manfaat penelitian ini adalah : Meningkatkan kesgahteraan masyarakat
melalui penguatan fungs kelembagaan kelompok tani hutan kemasyarakatan
(Hkm) dengan tetap mematuhi pengaturan atas pengelolaan dan pemanfaatan
hutan kemasyarakatan. Dengan demikian diharapkan tidak merusak fungsi hutan

dan tidak bertentangan dengan prinsip pengelolaan hutan secara adil dan lestari.
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